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PERSETUJUAN TERHADA
KABUPATEN BALANGAN TENTA
BELANJA DAERANT

UNTUK DI TETAPKAN MENJADI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah, Kepala Dacrah  mengajukan
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belama Dacrah (APBD) disertai  penjelasan dan
dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama |

Menimbang Coa

b. bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah merupakan perwujudan dari
Rancangan Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2020 vyang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas
dan Plafon Anggaran vang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD |

| bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
!. dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Persetujuan
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),



Y

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Dacrah (1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan | embaran Negard Republik Indonesia
Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Pemernksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 66, Tambahan 1 embaran Negarad Republik Indonesia

Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundung-undzmgun (Lembaran
Negara Repubhik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 12,
[ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 5014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun
7015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574),
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Il“hu::
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah U-C".’ "I";‘R
Negara Re}ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1. 4
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576).

Peraturan Pemenntah Repubhk Indonesia Nomo‘r 57 liltl.uj‘
2005 tentang Hibah Kepala Dacrah (l.cml:mu'n" Nh%i\:;:
Republik Indonesia Tahun 2005 Nmnnr 13): It‘nn ah
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Iuh.un
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (L.embaran
Negara Rephublik Indonesia Tahun 2005 N()p\()r 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578).

Peraturan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Slundgr
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4583);

Peraturan Pemernintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Memperhatikan

19,

20.

1

Pe .
Taturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tSthl)tang Pedoman‘ Pengelolaan  Keuangan Daerah
D agaimana tﬁlah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

alam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negenn Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Balangan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2020 .

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Balangan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS)
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara
Penyampaian Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2020, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 |

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda
APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020, pada
hari Senin tanggal 29 Juli 2019 ;

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara
Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi
DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun

Anggaran 20 ' i i i
” ]ggg;ran 20, pada hari pada hari Senin tanggal 29 Juli

Persetujuan Bersama Kepala D
a
Balangan Terhada : crah dan DPRD Kabupaten

Ranca
Balangan Tentan P ngan Peraturan Daerah Kabupaten

, g APBD Tahun An :
Jum’at tanggal 15 November 2019. BEAmIAGIS pad




Menetaphan

PERTAMA
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

SERSET

:)l[;Rbl'.:‘l UJUAN TERHADAP RANCANGAN
”;R{\IURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
IENTANG ~ ANGGARAN  PENDAPATAN — DAN
BELANJA  DAERAH  KABUPATEN  BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH;

Menyetujui  Rancangan  Peraturan  Dacrah Kabupaten
Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2020, dengan penycsuatan dan perubahan
sebagaimana tertuang  dalam  Lampiran Benta  Acara
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini

Bupati Balangan agar menyclesaikan perubahan dan koreksi
atas Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Balangan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah l'l'ahun
Anggaran 2020  sclaras dengan  Hasil Isvaluasi ddn
Penyesuaian yang  ditetapkan oleh  Gubernur  Provinsi
Kalimantan Sclatan schagai Wakil Pemerintah Pusat;

Bupati Balangan agat menyampaikan  Hasil Iivaluasi
Gubernur Provinsi Kaimantan Sclatan terkait Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan sebelum menetapkannya menjadi
Peraturan Daerah |

Segala biaya yang ditmbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di - Paringin
Pada tanggal 15 November 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
etpa,

HSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,

H. L S. Ag, M. . Kom q

H. UPI'WANDI




